
1. Undang-Undang RepubHk Indonesia Nomor : 20 Tahun
1397 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lernbaran Negara Repubfi onesia Tahun 1997 Nomor : 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :
3687):

2. Undano-unoanq Nomor : 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor . 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 3881);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (\!omor : 73
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan
Negar2 Bukan Pajak Yang Bersumber dad Kegiatan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
'1999 Nomor : 136. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor: 3871);

b. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kcrnur ikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menter; Komunikasi Jan Informatika
Nomor . 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dari Siaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

a. bahwa dengan adanya pemberlakuan izin kelas untuk
penggunaan pita frekuensi tertentu, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan
lnforrnatika Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/1 0/2005;
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO""1or : 52
Tahun 2000 tentang Penyelerrqqaraan Telekomunikasi
(Lernbaran Neqara Rcpublik Indonesia Tahun 2000
Homer . 107, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemer :3980)'

!'S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53
Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor : 3981);

G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7
Tahun 2009 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Kornunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20. Tambahan Lembaran
Negara Repub ik lndone=ra Nomor 4974):

{. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun
2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nornor: 72 Tahun 2004;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahur.
2005 tentanq Kedudukan. Tugas. Funqsi, Sus 1..111an
Orqanisasi, dan Tata Kerja Kernenterian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun
2008:

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementenan Nega(a RepubJ:k Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;

.,O. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
03!P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata
Seoutan Pada Beberapa Kepulusan/Peraturan Menteri
Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di
81dal1gPos dan Telekornunikasi:

I.. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
1?iP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan
dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum
Frakuensi Radio;

~2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
19iP/M.KCMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tarlf Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak
Penggunaan Spektru:n Frekuensi Radio;

1:i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Inforrnatika Nomor
25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata
"ella Departernen Kcmunikas! dan Informatika;
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MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Ditelapkan di : J A K ART A
Pada tanggal : 15 JUNI 2009

AY3r setiap orang mengetahuinya, memerfntahkan
penqundanqan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
oeJ1i:lrn Be.ita Negi:!ra Republik Indonesia.

Peraturan Menter! ini mulai berlaku pada tanqqal diletapkan.

Pasal II

Jasa Wireiess
121n Kelas! per.ggl!nc:an p
5725-5825 MHz

JENIS FENGGUNAAN FREKUENSI Ib Ip I
Data dengan Base+ out stasiun 0,000 10,000

(untuk
ila frekuensi I I}

I\r~enarnbah Jenis penqqunaan frekuensi besena Ib dan Ip nya
daiarn Tabel tndeks Biaya Pendudukan Frekuensi (Ib) dan
lndeks OiayClPernancaran Daya (Ip) yang berbunyi:

Ketenruan oalam Lampiran I Peraturan Menteri Komunikasi dan
lrrtorrnatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFOI 10/2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan
Paja~ dari Biaya Hak Pencqunaan Spektrum Frekuensi Radio
seoaqai-nana telah diubah dengan Peraturan Menten
Kornunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOM1NFOI
9.'2(l06, diubah sebagai berikut :

Pasall

PERATUHAN MENTERI KOMUNIKASI DAN II'lJFORMATIKA
TENTANG PERUBI\HAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTER: KOMUN:KASI DAN II'JFORMATIKA NOMOR :
-,9/PER!fv1.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK
PELAKSAI'lJAAN TARIF ATAS PEf'IERIMAAN NEGARA 8UKAN
PAJ.A.K DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM
FREKUE::NSI RADIO.
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